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BAB Il
PEMBAHASAN

Umum

Berdasarkan uraian pada Bab | dan Bab I, selanjutnya dalam Bab Il ini
akan dibahas terkait beberapa persoalan-persoalan yang mempengaruhi
efektivitas penerapan kebijakan tersebut yaitu bagaimana perkembangan
penerapan kebijakan JPH dari awal hingga saat ini, bagaimana kesiapan BPJPH
sebagai lembaga negara yang bertugas memberikan pelayanan sertifikasi
produk halal seperti yang diamanatkan pada UU no. 33 Tahun 2014, bagaimana
kesiapan pelayanan sertifikasi produk halal berdasarkan tarif yang sudah
dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan agar tidak terjadi resistensi dari
produsen/masyarakat serta bagaimana penerapan jaminan produk halal dapat

meningkatkan perekonomian Indonesia.

Kesiapan BPJPH dalam Penerapan Jaminan Produk Halal

BPJPH sudah melakukan berbagai upaya persiapan dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-
Undang, BPJPH dapat membuka kantor pelayanan di daerah, namun untuk saat
ini masih mempergunakan fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Agama di setiap
provinsi. Pelatihan karyawan terkait substansi Jaminan Produk Halal dan
pelatihan peningkatan sikap pelayanan sudah dilakukan oleh BPJPH. Hal ini
penting dilakukan karena BPJPH melaksanakanspengelolaan keuangan dengan
cara Badan Layanan’Umum (BRU)-sebagaimana diamanatkan-dalam Undang-

Undang.

BPJPH mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU JPH
yaitu:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH

b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH

c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk

d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri

e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal

L Melakukan akreditasi terhadap LPH

g. Melakukan registrasi auditor halal
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h.  Melakukan pengawasan terhadap JPH

i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan

J- Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di
bidang penyelenggaraan JPH

Dalam melakukan pemeriksaan kehalalan produk, BPJPH bekerjasama
dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sudah terakreditasi sebagai
lembaga pemerika. LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksa
atau pengujian terhadap kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh Pemerintah
maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh
Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri
atau di bawah Kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD. LPH setidaknya
memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan
pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses
penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan,
distribusi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) perusahaan. Persyaratan mendirikan
LPH sesuai dengan UU JPH Pasal 13 ayat 1 adalah sebagai berikut :

v Menmiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;

v Memiliki akreditasi dari BPJPH;

v Memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan

v Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain

yang memiliki laboratorium:

Pemeriksaan-dan/ atau pengujian kehalalan produk dilakukan-eleh auditor
halal di lokasi usaha saat proses produksi. Auditor halal merupakan bagian dari
LPH yang memenuhi persyaratan seperti berkewarganegaraan Indonesia,
beragama Islam, berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) dibidang
pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi, memahami dan
memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam,
mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau
golongan.

Auditor halal sebagai personil yang ditugaskan oleh Lembaga Pemeriksa
Halal (LPH) setelah mendapat perintah dari BPJPH untuk melakukan
pemeriksaan dan pengujian terkait kehalalan suatu produk yang diajukan oleh
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pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi dari BPJPH. Secara rinci tugas
auditor halal adalah memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan,
memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk, serta memeriksa dan
mengkaji sistem penyembelihan.

Jumlah auditor halal masih terbatas. Kebutuhan Auditor halal adalah paling
sedikit 3 orang setiap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), apabila diasumsikan
setiap kabupaten/kota di Indonesia mempunyai satu LPH, maka kebutuhan
auditor halal adalah 3 orang kali 514 kabupaten/kota yaitu sebanyak 1.542 orang
auditor halal. Sementara sampai dengan tahun 2020 auditor halal yang sudah
mengikuti pelatihan baru sekitar 600 orang. Dengan melihat jumlah produk yang
dihasilkan oleh UMKM saja yang hampir 62 Juta, berarti sangat banyak
dibutuhkan tenaga auditor halal.

Auditor halal adalah sebuah profesi dengan tugas memeriksa kehalalan
suatu produk. Auditor halal bekerja di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tidak
semua orang dapat disebut sebagai auditor halal. Agar menjadi auditor halal
yang dapat dipercaya, seseorang harus mengikuti pelatihan dan uji kompetensi
untuk mendapatkan sertifikasi. Namun, untuk menyelenggarakan sertifikasi, ada
sejumlah biaya yang dibutuhkan. Biaya sertifikasi auditor halal harus
dipersiapkan oleh calon auditor halal yang akan mengikuti kegiatan sertifikasi
tersebut. Biaya dapat juga disediakan oleh LPH yang ingin merekrut calon
auditor halal.

Pada 2020 lalu, menurut-Kepala-Badan-Penyelenggara Jaminan Produk
Halal (BPJPH). Sukose-ada''sebanyak 226 calen “auditor—halal yang telah
mengikuti pelatihan di BPJPH dengan menggunakan uang negara. Mereka
kebanyakan berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan yayasan Islam.
Setelah mengikuti pelatihan, para calon auditor halal diharuskan untuk mengikuti
uji kompetensi supaya memperoleh sertifikat halal. Sayangnya, untuk mengikuti
ujian yang diadakan oleh LPPOM MUI tersebut, ada biaya sekitar Rp. 5.000.000
yang harus dibayar oleh peserta. Menurut Sukoso, besarnya biaya sertifikasi
auditor halal dapat menjadi kendala dalam menghasilkan auditor halal. Bukan
hanya karena nominal biaya yang besar, tetapi juga karena tidak adanya jaminan
untuk lulus. Biaya tersebut hanya merupakan biaya yang harus dibayarkan
peserta untuk mengikuti uji kompetensi. Sebagai penyelenggara uji sertifikasi,
Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP-MUI) menanggapi
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bahwa biaya tersebut tidak ditetapkan MUI secara sepihak. Biaya sertifikasi
auditor halal telah termasuk dalam skema yang ditetapkan Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) sebuah satuan kerja yang merupakan bagian dari
Kementerian Ketenagakerjaan. Selain biaya sertifikasi auditor halal, para calon
auditor halal pun membutuhkan biaya untuk operasional. Mereka perlu mencari
tempat penginapan, membutuhkan transportasi, dan membutuhkan biaya untuk
makan, terutama bagi yang berasal dari luar Jakarta. Di sisi lain, peluang lulus
yang kecil membuat proses sertifikasi auditor halal makin berat.

Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan sertifikasi auditor halal
tentu diimbangi dengan pentingnya peran auditor halal saat ini. Seperti diketahui,
auditor halal merupakan bagian dari LPH yang sangat dibutuhkan dalam
melakukan pemeriksaan kehalalan suatu produk.

Saat ini, jumlah LPH yang ada di Indonesia baru ada 3, yaitu LPPOM MUI,
LPH yang didirikan PT Sucofindo (Persero) dan LPH yang didirikan oleh PT
Surveyor Indonesia (PTSI/Persero). LPPOM MUl merupakan LPH yang telah
berdiri selama 31 tahun dan merupakan lembaga yang selama ini membantu
BPJPH memeriksa kehalalan produk.

Auditor yang bergabung dalam sebuah LPH harus melewati uji kompetensi,
karena mereka harus ikut serta terlibat dalam proses audit kehalalan produk di
perusahaan. Hasil pemeriksaan auditor halal akan menjadi dasar bagi BPJPH
dan MUI untuk menentukan keputusan halal tidaknya suatu produk. Tanpa
kehadiran auditor halal yang memadai, BPJPH akan kesulitan dalam mengecek
semua produk-yang dijual dan'diedarkan di pasar.-Proses sertifikasi puri menjadi
lebih lama. Hal ini tentu berdampak terhadap perkembangan industri usaha kecil
dan menengah karena label halal pada produk tertunda.

Sebuah LPH dinyatakan sah berdiri jika memiliki paling sedikit 3 orang
auditor halal. Syarat lainnya adalah memiliki kantor sendiri dan
perlengkapannya. LPH juga harus memiliki laboratorium sendiri atau
kesepakatan dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Laboratorium
digunakan untuk menguji bahan-bahan yang digunakan. Berdasarkan aturan
dari pemerintah tersebut, peluang kerja bagi auditor halal makin meningkat.
Apalagi perkembangan usaha kecil dan menengah di sejumlah daerah makin
pesat. Para pelaku usaha tentu ingin agar produk yang dihasilkan mendapat
label halal sehingga mudah dipasarkan. Karena itu, kebutuhan auditor halal dan
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LPH di berbagai daerah sangat besar. Makin terbukanya peluang bagi auditor
halal untuk berkarier di LPH membuat profesi ini sangat dicari. Namun, jumlah
auditor halal yang telah terjamin melalui kepemilikan sertifikat halal masih sangat
sedikit. Jumlah auditor halal yang berhasil lolos dan akan ditempatkan di PT
Sucofindo adalah sebanyak 18 orang. Sementara itu, jumlah auditor halal untuk
PT Surveyor Indonesia hanya sebanyak 4 orang.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga auditor halal akibat sedikitnya
peminat calon auditor halal karena masalah biaya, pemerintah perlu mendirikan
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dapat menyelenggarakan ujian
kompetensi calon auditor halal. Pemerintah melalui BPJPH membiayai ujian
kompetensi calon auditor halal. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
untuk membiayai pelatihan dan ujian kompetensi calon auditor halal harus
direinburse/diganti oleh LPH yang mempekerjakan auditor halal yang lulus.
Skema ini seperti skema yang dilakukan pemerintah dalam menyiapkan asesor
akreditasi perguruan tinggi sebagai konsekwensi akibat mewajibkan sertifikasi
halal sama halnya dengan mewajibkan akreditasi perguruan tinggi. Hal ini
penting dilakukan pemerintah untuk memutus lingkaran setan yang terjadi akibat
tarik ulur yang terjadi dalam penyiapan tenaga auditor halal terutama dari
masalah biaya.

Berdasarkan undang-undang, saat ini pemerintah maupun masyarakat
juga dapat mendirikan LPH. Lembaga tersebut harus bersifat independen, bebas
konflik kepentingan, kompeten secara perorangan maupun kelembagaan dalam
hal menyelenggarakan setrtifikasi halal. Walauptn siapa’'saja dapat mendirikan
LPH, dalam rangka” untuk mendorong pendirian LPH lebih“cepat dan lebih
banyak, pemerintah perlu mengeluarkan insentif seperti mempermudah perijinan
yang terkait dengan pendirian fasilitas maupun bangunan yang dipergunakan
oleh calon LPH. Perguruan tinggi sebagai suatu institusi yang sudah tersedia
fasilitas laboratorium ujinya, perlu diberikan insentif penelitian maupun tambahan
biaya operasional untuk mengembangkan laboratorium ujinya menjadi lembaga

pemeriksa halal (LPH).

Pelayanan Sertifikasi Halal BPJPH
Sertifikat halal tidak akan berarti tanpa ada fatwa dari Majelis Ulama
Indonesia. Untuk itu sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal,
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BPJPH harus bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk
mendapatkan fatwa halal suatu produk yang diajukan. Majelis Ulama Indonesia
khususnya Komisi Fatwa MUl memegang peranan penting dalam
penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, karena ketetapan suatu produk halal
atau tidaknya ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI berdasarkan hasil laporan dari
LPH.

Saat ini, kenyataan di lapangan, masih banyak beredar produk-produk
yang masih diragukan kehalalannya karena belum sadarnya produsen untuk
mensertifikasi produknya. Menurut laman halalmui.org, pada tahun 2019
terdapat 13.961 perusahaan yang memproduksi sekitar 274.976 produk, dari
jumlah produk tersebut baru sekitar 15.495 produk yang sudah disertifikasi halal,
artinya baru sekitar 5,6% yang sudah tersertifikasi, sedangkan sisanya sebanyak
94,4% belum memiliki sertifikasi halal atau belum diajukan untuk mendapatkan
sertifkasi halal.

DATA SERTIFIKASI HALAL LPPOM MUI-
PERIODE 2012 - 2019

JUMLAH PRODUK

JUMLAH SH

JUMLAH PERUSAHAMN

Gambar 7: Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2012 — 2019
(halalmui.org)

Untuk mendapatkan sertifikat halal sangat bergantung kepada Proses
Produk Halal (PPH) dari produk yang diajukan. Sesuai dengan definisi umum
sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa PPH adalah rangkaian
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kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan
penyajian produk. Pelaku usaha harus memahami bahwa Lokasi, tempat, dan
alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan
penyajian produk tidak halal.

Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya,
bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal. Lokasi penyembelihan waijib
dipisahkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal Pasal 21 tempat dan alat wajib dipisahkan, meliputi
penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,
penjualan dan penyajian. Selain itu, Lokasi penyembelihan hewan wajib
memenuhi persyaratan terpisah secara fisik antara RPH halal dengan lokasi
RPH tidak halal, dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter
untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong, tidak
berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan
lainnya, memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah
dengan RPH tidak halal, konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu
mencegah kontaminasi, dan memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya
hewan potong dengan keluarnya karkas (bagian yang terpotong-potong) dan
daging. Tempat penyembelihan wajib- memisahkan penampungan hewan,
penyembelihan hewan, pengulitan;' ‘pengeltaran- jeroan,ruang pelayuan,
penanganan karkas, ruang-pendinginan dan sarana/penanganan limbah untuk
yang halal dantidak-halal (BPJPH 2020).

Tempat dan alat proses produk halal pengolahan wajib memisahkan
penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan
produk, dan pemasakan produk, untuk yang halal dan tidak halal. Alat wajib
memenuhi syarat tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian
dengan yang digunakan untuk pengolahan produk tidak halal, menggunakan
sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat,
menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam
pemeliharaan alat, dan memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang
halal dan tidak halal. Inti dari penjelasan di atas bahwa pelaku usaha wajib
mempunyai alur proses produksi dari penerimaan bahan baku sampai produk
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jadi yang terhindar dari kontaminasi silang antar produk Halal dan tidak halal
(BPJPH 2020).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ditugaskan
menyelenggarakan sertifikasi halal berstatus sebagai Satuan Kerja Badan
Layanan Umum (Satker-BLU). Seluruh biaya sebagai imbalan atas layanan yang
dikeluarkan oleh BPJPH harus mendapat persetujuan Kemenkeu yang
dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tarif (PP Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, jo PP 74
Tahun 2012 Pasal 9). Untuk itu telah terbit Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 57 /PMK.05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian
Agama. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka imbalan atas
jasa yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
harus mengacu kepada peraturan ini. Setelah terbitnya peraturan ini, tugas
berikutnya adalah mensosialisasikan peraturan ini kepada masyarakat
khususnya pelaku usaha. Hal ini perlu dilakukan mengingat peraturan mengenai
tarif ini sangat ditunggu oleh pelaku usaha, sementara BPJPH sudah harus
melaksanakan tugas sebagaimana amanat undang-undang sejak tahun 2019.

Sosialisasi tarif halal ini perlu dilakukan secara hati-hati, mengingat tarif
yang sekarang mempunyai struktur yang berbeda dengan tarif saat sertifikasi
halal masih dilakukan oleh LPPOM-MUI. Perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan hingga pengawasan) dari mulai 4osialisasi, pengadministrasian
sampai dengan melakukah 'pungutan terhadap hdsil limbalan: dari_jasa yang
sudah diberikan-BPJPH harus dilakukan secara transparan dan-akuntabel.

Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih
dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia halal adalah orang yang memiliki
peran penting dalam menjalankan proses sertifikasi produk halal di perusahaan.
Penyelia halal diangkat oleh pelaku usaha. Perusahaan yang mengajukan
permohonan sertifikasi halal harus memiliki seorang penyelia halal. Berdasarkan
PP Nomor 39 Tahun 2021, ada sejumlah tugas penyelia halal, yaitu:

a. Mengawasi Proses Produk Halal (PPH) di perusahaan

b. Menentukan tindakan perbaikan jika ada masalah dan pencegahan

masalah terkait produk halal

c. Mengoordinasikan PPH di perusahaan
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d.  Mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan kehalalan produk
di perusahaan

Penyelia halal memiliki tanggung jawab untuk menerapkan sistem JPH
dalam perusahaan dalam rangka memastikan produk-produk yang dihasilkan
bisa dijamin kehalalannya. Penyelia halal juga bertanggung jawab dalam
menyusun rencana Proses Produk Halal (PPH). Dalam PPH terdapat kegiatan
berupa penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, penjualan,
dan penyajian produk. Tanggung jawab penyelia halal lainnya adalah
mengusulkan penggantian bahan kepada pihak perusahaan jika bahan yang
digunakan tersebut dinilai tidak halal. Usulan didasari oleh data dan fakta yang
dikumpulkan oleh penyelia halal. Penyelia halal juga memiliki tanggung jawab
untuk mengusulkan penghentian produksi apabila produk tidak memenuhi
ketentuan PPH. Karena itu, penyelia halal harus memantau kegiatan produksi
untuk melakukan penilaian secara berkala. Hasil dari pemantauan dan
pengawasan yang dilakukan oleh penyelia halal terhadap PPH di perusahaan
dibuat menjadi laporan dimana laporan pengawasan ini sewaktu-waktu
dibutuhkan apabila auditor halal melakukan pengauditan terhadap kehalalan
produk. Setelah melakukan PPH di perusahaan, penyelia halal melakukan kaji
ulang untuk mengetahui apakah proses tersebut telah berlangsung sesuai
aturan. Kaji ulang sangat penting untuk mengetahui masalah yang mungkin
terjadi selama pelaksanaan PPH. Tanggung jawab lain yang harus dipahami
oleh penyelia halal adalah menyediakah bahan'dan sampel pemeriksaan apabila
auditor halal._akan “melaktkan pengauditan. “Tugas ‘penyelia halal adalah
membantu dan mendampingi auditor halal selama melakukan audit:

Pada saat akan mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha harus
menyampaikan berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai
perusahaan seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan,
serta proses produksi. BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut.
Selanjutkan dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah
ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya
maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan
kepada BPJPH untuk diteruskan kepada Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan

status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal.
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Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan
untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk. Label harus
mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan
sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk. Bagi pelaku usaha
yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak
diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal, tapi harus mencantumkan
keterangan pada produknya bahwa tidak halal. Jika tidak menaati peraturan ini
maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta
denda administratif.

Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan
dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat.
Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap
produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk
yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga
dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di
lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun sesuai Undang-Undang 33
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

BADAN &ENVELENGGARA
KEMENTERIAN AGAMA R1

Alur Sertifikasi Halal dalam UU 33 Tahun 2014

Pemeriksaan/ Penyerahan Hasil
Pengujian

Permohonan . P@m%ﬂé&m | /A PRéngtapan oA C Sideng Fatwa Penerbitan

Pelaku Usaha BPIPH BPIPH LPH BPIPH MUl BPIPH
$ i kan Menerbitkan
Mengajukan Menetapkan LPH Melakukan Menerima dan Me§etap .
pemnwgo&icnsn !\ieiakuga?( berdasarkan pemeriksaan dan/atau memverifikasi kehalalan produk sertifikasi halal
pemeriksaan dokumen Dt o 4
sertifikasi halsl . penentuan pemchon  PEGUYS hasil
P produk pemeriksaan {30 hari kerja) {7 hari kerja)
b {5 hari kerja) dan/atau pengujian
120 b b} 40 hari kerja (untuk LPH
produk dalam negeri)
60 hari keria {untuk {5 hari kerja)
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117 Hari kerja (Produk luar negeri)
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Gambar 8: Mekanisme sertifikasi oleh BPJPH sesuai UU 33 Tahun 2014

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, hasil
pengujian dari LPH langsung diteruskan ke Komisi Fatwa MUI, dan setelah
ditetapkan kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI lalu diterbitkan sertifkatnya oleh
BPJPH. Hal tersebut dilakukan untuk memangkas waktu pelayanan penerbitan
sertifikat halal dari yang sebelumnya 97 hari kerja untuk produk dalam negeri
menjadi 21 hari kerja. Alur proses sertfikasi halal menjadi sebagai berikut:

§ 5 BADAN PENYELENGGARA
HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

dilengkapi dengan dokumen:
Pelaku usaha melakukan | | | 0@t PelskuUssha:
jii ¢ nama Produk;
permohonan f * daftar Produk dan Bahan
e mec yang digunakan;
* proses pengolahan

k=

_ Melakukan pemeriksaan Produk; dan
> kelengkapan dokumen "+ sistem jaminan produk
permohonan halal,
ﬁ Penetapan Lembag:

} méréksa Halal

meliputi:

& pemeriksaan keabsahan
i) dokumen; dan

;  Pengiriman dokumen b. pemeriksaan Produk.

“hasil permeriksaan dan/

penguiian ke MUI

’ ijuji produk

MUl “ﬁj‘ Sidang Fatwa dan
/ @ Penetapan Halal

Menevbttkan
Sertifikat Halat

otal : 2 Hari Kerja

Gambar 9: Mekanisme sertifikasi oleh BPJPH berdasarkan UU 11 Tahun 2020

Tahapan pengajuan sertifikat halal bagi UMKM dimulai dengan pernyataan
halal oleh pelaku UMKM terhadap produknya. Pernyataan halal tersebut memuat
pernyataan halal untuk bahan baku, bahan pendukung dan proses produksi
produk yang akan diajukan untuk memperoleh sertifikasi halal. Tahap
selanjutnya adalah verifikasi pernyataan halal oleh
pendamping/verifikator/penyelia halal dan dilakukan akad/ikrar halal oleh pelaku
usaha. Dokumen pernyataan halal disampaikan ke BPJH untuk didaftarkan.
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Setelah didata oleh BPJPH, dokumen pernyataan disampaikan kepada Komisi
Fatwa MUI untuk ditetapkan kehalalannya. Apabila sudah keluar ketetapan
halalnya, BPJPH mengeluarkan sertifikat halalnya.

Produsen terutama produsen UMKM menganggap bahwa sertifikasi halal
merupakan biaya, untuk itu perlu ada fasilitasi atau bantuan dari pemerintah
terkait sertifikasi halal untuk UMKM tidak hanya menggratiskan sertifikasinya
saja, tapi juga membantu pendanaan setiap proses menuju sertifikasi halal
seperti penyediaan tenaga penyelia/supervisor halal dalam proses produksi halal
UMKM. Bantuan pemerintah dalam penyediaan tenaga penyelia/supervisor halal
untuk UMKM dapat dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat
dinstansi pemerintah daerah seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemuda,
Olah Raga dan Pariwisata maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga. Pemuda diberikan pelatihan tentang bagaimana menjadi penyelia
halal dengan dana yang bersumber dari APBD. Para pemuda yang telah lulus
disebar di seluruh wilayah untuk melakukan pendampingan UMKM dalam
memproses produk halal. Hal yang sama dapat dilakukan di daerah tujuan
parawisata halal, apabila semuanya memahami dan menjaga produk halal,
maka akan meningkatkan kunjungan -wisatawan dan tentunya akan

meningkatkan juga ekonomi nasional.

BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAR AGAMA RI

Alur Proses §Qttifik§g¢
Pelaku-Usaha UM

Proses Produksi
i eMemenuhi unsur Halal/
& sederhana

Akad/lkrar Halal Pelaku Uszha

 Fatws Penetapan Halal (MUL
‘

% BPIPH
Menerbitkan Sertifikat Halal

Gambar 10: Mekanisme sertifikasi oleh BPJPH untuk UMK berdasarkan UU 11
Tahun 2020
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Dari tinjauan teori manajemen G. Terry terdapat permasalahan didalam
aspek actuating, karena didalam pembentukan LPH harus memenuhi
persyaratan tersedianya tenaga auditor halal minimal 3 (tiga) orang. Dari
beberapa LPH yang akan mengajukan ijin, persyaratan tersebut menjadi
kendala sehingga mereka tidak memperoleh ijin karena tidak bisa menunjukkan
ketersediaan tenaga auditor.

Disamping masalah auditor tersebut, masalah sertifikasi halal terkendala
oleh kesiapan Komisi Fatwa MUI untuk melakukan sidang penetapan fatwa
halal suatu produk yang diajukan karena keterbatasan sumber daya manusia
dan anggaran. Sumber anggaran sidang Komisi Fatwa MUI untuk membahas
hasil pemeriksaan LPH berasal dari penerimaan atas imbalan jasa berdasarkan
tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang apabila dibandingkan
dengan waktu masih dikelola oleh LPPOM-MUI anggaran saat ini relatif lebih
sedikit. Kondisi demikian menyebabkan pelayanan sertifikasi halal khususnya
pada saat sidang penetapan fatwa oleh Komisi Fatwa MUI tidak dapat
memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan yaitu selama 3 (tiga) hari kerja.
Sebagai solusi untuk mengatasi hambatan ini, sidang komisi fatwa cukup
dilakukan secara daring dimana masing-masing anggota komisi fatwa yang
akan membahas kehalalan produk tidak perlu hadir secara fisik, sehingga biaya
transportasi dan akomodasi peserta sidang dapat dikurangi. Selain itu
keuntungan lain yang diperoleh s&tara daring’ waktu penetapan halal menjadi
lebih cepat dan memenuhi‘standar waktu pelayanan/selama 3 (tiga) hari.

15. Potensi Ekonomi dari Penerapan Jaminan Produk Halal

Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan
kawasan industri halal, karena memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di
dunia. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri produk halal tersebut
dapat diekspor ke negara-negara berpenduduk muslim. Dengan jumlah
penduduk sekian, beredarnya makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik
yang dikonsumsi masyarakat Indonesia pun berjumlah besar. Persoalan halal
dan haramnya suatu produk merupakan persoalan yang serius bagi masyarakat
Indonesia yang mayoritas beragama Islam, karena menyangkut persoalan iman

dan kepercayaan masyarakat.



43

Sertifikasi halal merupakan suatu etika bisnis yang seharusnya dijalankan
produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal
terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi
produsen diantaranya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena
terjamin kehalalannya, memiliki nilai penjualan yang unik, mampu menembus
pasar halal global, meningkatkan peluang pasar, Investasi yang murah jika
dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai (Ramlan dan
Nahrowi 2014).

ECONOMY -

ISLAMIC uso 2,107 Miliar

MARKET SiZ

v s v
istamic Mo Halal Media & Halal Halal
Finance T ' Fas Recreation Pharmaceuticals  Cosmetic

Gambar 11: Potensi peningkatan pangsa pasar ekonomi Islam secara global
(sumber: KNEKS)

Populasi muslim di dunia hingga tahun 2017 telah mencapai 1,8 miliyar
orang, atau kira-kira sebesar 24% penduduk dunia. Di tahun 2060 diperkirakan
populasi muslim akan bertambah hingga mencapai 3 miliyar orang. Berbagai
keinginan dan dorongan untuk meningkatkan ketaatan terhadap syariat Islam
telah membentuk sebuah ekonomi Islam. Terbentuknya ekonomi Islam ini
didorong dari berbagai sektor industri untuk menjawab keinginan-keinginan
masyarakat Muslim untuk menjalankan kehidupannya yang dapat meningkatkan
ketaatannya pada syariat Islam. Oleh karena itu, pangsa pasar ekonomi Islam
menurut Bank Indonesia berpotensi akan terus meningkat dengan perkiraan
hingga US$3,007 miliyar.
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Gambar 12: Pangsa Ekspor Bahan Makanan Halal Berdasarkan Wilayah
Tujuan Tahun 2020 (sumber: Direktorat Jendral Bea Cukai, diolah)

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi Islam di dunia, ternyata
negara berkembang banyak mendorong perekonomian Islam tidak hanya
negara maju. Berdasarkan laporan State of Global Islamic 2018, menunjukan
bahwa terdapat 4 negara berkembang yang memimpin pembangunan ekonomi
Islam di dunia yaitu Malaysia, Uni Emirates Arab, Bahrain, dan Arab Saudi.
Keempat negara tersebut terus mengembangan ekonomi Islam dalam
membangun ekonomi negaranya, sehingga negara tersebut memiliki beberapa
strategi untuk ekonomi Islam. Pangsa pasar halal dunia masih sangat terbuka
lebar untuk diisi. Asia dan Amerika mertupakan/pangsa pasar besar untuk bahan
makanan halal. Untuk dapatimémasukinya perlu-kegiapandari‘berbagai aspek,
salah  satunya “-infrastruktur yang sekarang sedang digalakkan
pembangunannya. Sumber daya manusia juga merupakan faktor yang harus
disiapkan, terutama pemahaman terkait jaminan produk halal bukan hanya pada
masalah syariah, tapi juga masalah proses produksi.
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Gambar 13: Total Ekspor Bahan Makanan Halal 2017 — 2020 (sumber:
Direktorat Jendral Bea Cukai)

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tidak hanya
terbatas secara volume, tetapi juga mencakup setiap komponen ekonomi dan
keuangan nasional. Di sektor riil, aplikasi ekonomi syariah tumbuh dalam bentuk
industri halal yang meliputi beragam sektor seperti makanan-minuman halal,
fesyen Muslim, pariwisata ramah Muslim;“obat/dan kosmetika halal, dan industri
halal lainnya. Darilsisi\sektor gkenomi syariah,-fokus pehgembangan industri
halal juga menjadi-strategi sumber pertumbuhan baru berbagainegara, bukan
hanya negara berpenduduk mayoritas Muslim. Kapasitas perkembangan
ekonomi syariah global tersebut memberi peluang besar bagi Indonesia untuk
menjadi pemain utama dalam industri halal global. Kapasitas ini tercermin dari
pangsa ekspor bahan makanan halal Indonesia terhadap ekspor makanan halal
global yang berada dalam kisaran 15-18% dalam lima tahun terakhir.
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Gambar 14: Pangsa Ekspor Bahan Makanan Halal Tahun 2020 (sumber:

Direktorat Jendral Bea Cukai)

Urgensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga datang dari
besarnya kapasitas pasar industri halal domestik. Peran Indonesia sebagai salah
satu pasar utama dalam ekonomi dan keuangan syariah global berimplikasi
struktural bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik,
di samping menyasar pasar ekspor. Kondisitersebut tidak saja memperlihatkan
lebar, namun juga urgensi dari

potensi Indonesia yang masih terbuka
transformasi ekonomi dan keuangan syariah nasional agar tidak sekedar
menjadi target pasar. Hal ini kembali menunjukkan urgensi transformasi ekonomi
dan keuangan syariah dalam mendukung perbaikan struktur perekonomian

nasional. A IO AA a

ARNIVIIVIA

T MANG
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Gambar 15: Pangsa Impor Bahan Makanan Halal Tahun 2020 (sumber:
Direktorat Jendral Bea Cukai)
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Saat ini Industri halal telah menarik perhatian dunia. Industri halal tidak
hanya diminati oleh negara-negara Islam atau negara-negara yang berpenduduk
Muslim banyak, namun juga negara-negara berpenduduk mayoritas non-
Muslim. Meningkatnya minat masyarakat dunia untuk mengonsumsi kualitas
produk halal bukan hanya karena masalah keyakinan saja, tetapi produk halal
juga menjaminkan kualitas produk yang baik/thoyib, baik dari aspek kesehatan,
keamanan, dan keramahan terhadap lingkungan.
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Gambar 16: Ekspor Bahan Makanan Halal Berdasarkan Wilayah Tujuan
2017-2020 (sumber: Direktorat Jendral Bea Cukai)

Potensi perkembangan pasap Muslim‘global atas kebutuhan produk halal
serta serta ditunjang 'dengan/lahirnya Undang- Unhdang 'N6~33 tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal menjadi tantangan bagi pelaku usaha dalam
negeri untuk menjadi supplier produk halal penduduk Muslim Indonesia pada
khususnya dan masyarakat global pada umumnya. Sehingga tidak menutup
kemungkinan lahir merek produk halal dari berbagai kalangan produsen di
Indonesia yang diakui secara global.

Apabila Indonesia mampu mengembangkan industri halal secara masif
seperti yang sudah dilakukan oleh Malaysia, Indonesia bisa untuk menempati
peringkat atas dalam industri dan pasar halal dunia. Salah satu cara untuk
meningkatkan produksi makanan halal, adalah menerapkan sistem Jaminan
Produk Halal seperti yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal.
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Pelaksanaan program sertifikasi halal untuk UMKM juga berpengaruh
terhadap proses perkembangan UMKM di Indonesia karena masalah sumber
daya manusia UMKM yang belum mendukung. Peningkatan kapasitas SDM
UMKM diperlukan untuk meningkatkan kompetensi, skills, inovasi dan kreativitas
individu dalam menjalankan aktivitas yang bersifat produktif untuk meningkatkan
produktivitas dalam negeri serta meningkatkan daya saing UMKM secara
nasional.

Percepatan proses pemberian sertifikasi halal terhadap seluruh produk
usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia adalah langkah strategis untuk
meningkatkan kapasitas UMKM dalam menerapkan jaminan produk halal, guna
mengoptimalisasikan industri halal di Indonesia. Pelaksanaan program sertifikasi
halal untuk UMKM juga berpengaruh terhadap proses perkembangan UMKM di
Indonesia. Penerapan jaminan produk halal di UMKM menuntut UMKM untuk
memiliki pengetahuan tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu penerapan
Jaminan Produk Halal di UMKM sangat ditentukan oleh sumber daya manusia
yang dimiliki UMKM tersebut.

Jumlah UMKM yang ada di Indonesia berdasarkan data BPS dan
KemenkopUKM diperkirakan mencapai 62 juta unit pada di tahun 2017 dan
cenderung mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Dari jumlah UMKM
tersebut, saat ini produk-produk yang bersertifikat halal MUl masih sedikit.
Jumlah perusahaan tanpa memisahkan antara usaha besar dengan usaha mikro
kecil yang disertifikasi-halal oleh LPPOM MUY periode 2011-2018 yaitu hanya
mencapai 59.951| unit. Sementara yang sudah daftar 'melalui BPJPH selama
periode 2019 —2020 baru sekitar 600 UMKM. 2

Pertumbuhan usaha di sektor halal membuka peluang bagi UMKM untuk
mengembangkan kegiatan produksinya agar dapat bertahan di tengah
persaingan usaha yang sangat ketat. Kinerja usaha mikro dapat dinilai dari
kemampuan perusahaan untuk menciptakan proses yang efektif dan efisien
dalam menghasilkan produk baik barang maupun jasa.

Banyak kemudahan yang bisa didapatkan oleh pelaku UMKM, mulai dari
pembiayaan, edukasi halal, hingga implementasi proses sertifikasi halal. Meski

2 https://www.halalmui.org/muil4/main/detail/strategi-umkm-indonesia-dalam-persiapan-wajib-sertifikasi-

halal
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begitu, UMKM masih banyak yang mengalami berbagai kendala sehingga
proses sertifikasi halal pun terhambat. Karena itu, perlu adanya sosialisasi,
pembinaan bahkan pendampingan sebelumnya. Hal ini bisa dilakukan oleh
lembaga pemerintah, Pusat Kajian Halal Perguruan Tinggi, Ormas Islam, dan
sebagainya. Di kementerian/lembaga pemerintah, banyak program-program
pemberdayaan UMKM termasuk yang terkait jaminan produk halal. Namun,
terkadang UMKM minim informasi untuk mengakses fasilitas sertifikasi halal.
Untuk itu, penting bagi pelaku usaha untuk bersikap proaktif dalam mencari
informasi. Salah satunya masuk ke marketplace dimana pemerintah sangat
mendukung hal ini. Akan tetapi sebagaimana tergambar dalam grafik berikut,
belum banyak UMKM yang memproduksi halal masuk dalam marketplace.

Miliar Rp
35

Gambar 17: Nilai Transaksi Produk Makanan dan Minuman Halal Melalui

Marketplace (sumber: Bank Indonesia)

Pengenaan tarif* sertifikasi halal sebagaimanaiieriiang’dalam Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /PMK.05/2021 Tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
pada Kementerian Agama sedikit banyak mempengaruhi terhadap peningkatan
ekonomi Indonesia. Tarif sertifikasi halal untuk UMKM memang nol rupiah, tetapi
itu hanya untuk sertifikasinya saja, sementara sebagaimana dijelaskan
sebelumnya, dalam proses produksi halal harus ada penyelia yang mendampingi
UMKM dalam memproduksi agar sesuai dengan peraturan atau syarat yang
ditetapkan dalam memproduksi produk halal serta ada proses penetapan
kehalalan oleh komisi fatwa. Untuk itu semua tentu saja diperlukan biaya, artinya
pemerintah harus menyediakan anggaran untuk memfasilitasi semua yang

disebutkan di atas. Anggaran untuk memfasilitasi UMKM dalam penerapan
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jaminan produk halal bisa bersumber dari APBN ataupun kerjasama dengan
dengan BUMN, perusahaan maupun organisasi masyarakat. Organisasi
masyarakat melatih anggotanya untuk menjadi penyelia halal dengan
mempergunakan dana CSR BUMN/perusahaan. Selanjutnya penyelia yang
sudah memperooleh sertifikat pelatihan melakukan pendampingan UMKM.

Lain halnya dengan sertifikasi halal untuk produk hasil pengusaha besar.
Pengusaha besar melihat sertifikasi halal adalah suatu peluang untuk masuk ke
pasar yang masih sangat terbuka lebar. Pengusaha besar menganggap bahwa
sertifikasi halal adalah sebuah investasi. Mengingat hal ini serta dengan melihat
potensi penerimaan dari produk halal seperti yang disebutkan sebelumnya,
peningkatan ekonomi Indonesia akan meningkat melalui penerapan jaminan
produk halal.






